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TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT GARAM (PERSERO) ATAS IMPOR GARAM 
 
Rizal Choirul Romadhan 




Salt has an important role as a national strategic commodity. Until now, Indonesia has not been 
able to fully meet the consumption supply of the Indonesian people, so imports are one of the 
short-term solutions. PT Garam (Persero) as the only State-Owned Enterprise (BUMN) engaged 
in the salt business has the authority to import consumption salt. The implementation of salt 
import and distribution carried out by PT Garam (Persero) certainly cannot be separated from 
the roles and responsibilities of the Directors of PT Garam (Persero) as the leader of the 
company. The purpose of this study is to determine the extent of the authority of the Directors of 
PT Garam (Persero) in signing the SPJG (Letter of Agreement for Sale and Purchase of Salt) for 
imported salt products and what is the responsibility of the Directors of PT Garam (Persero) for 
imported salt products produced and circulated by PT Garam (Persero). 




Garam memiliki peranan penting dalam kehidupan masyar kat sehari-hari dan 
perekonomian nasional sehingga garam disebut sebagai komoditas strategis nasional. Setidaknya 
ada 2 (dua) alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, tidak ada barang substitusi lain yang 
bisa menggantikan garam. Kedua, garam mampu memberi nilai tambah bagi ekonomi terutama 
dalam perannya untuk industri.1  Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan dan Petambak 
Garam, “Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan 
dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan 
tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.” 
                                                          
1 Faisal Basri et.al., Hikayat Si Induk Bambu Jalan Panjang Swasembada Garam, Gramedia, Jakarta, 2018, 
hal. 11.  
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Meskipun merupakan Negara kepulauan dengan banyak laut, Indonesia belum dapat 
memenuhi pasokan konsumsi masyarakat Indonesia sepenuhnya.2 Pada tahun 2016 Indonesia 
mengalami musim La Nina atau kemarau basah yang menggangu proses produksi pembikinan 
garam. Berdasarkan neraca ketersediaan garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 
menunjukkan bahwa jumlah produksi garam pada akhir 2016 adalah sejumlah 144.009 ton.3 
Berdasarkan kurangnya pemenuhan kebutuhan garam nasional tersebut, maka impor 
menjadi salah satu solusi jangka pendek. Pilihan impor garam sudah terjadi sejak lama. Pada 
tahun 1990 pemerintah Indonesia sudah pernah mengambil pilihan impor untuk memenuhi 
kebutuhan garam dalam negeri.4Menghadapi kekurangan stok garam pada tahun 2017, PT 
Garam (Persero) sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di 
bidang usaha pegaraman berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor 
Garam  memiliki kewenangan untuk melakukan impor gaam konsumsi setelah mendapat 
penugasan Pemerintah. Selain melaksanaan impor, PT Garam (Persero) juga melaksanakan 
proses pendistribusian garam kepada masyarakat dalam hal ini beberapa UMKM dan distributor 
yang telah ditunjuk. 
Pelaksanaan impor garam dan pendistribusiannya yang dilakukan oleh PT Garam 
(Persero) tentunya tidak lepas dari peran dan tanggung jawab dari Direksi PT Garam (Persero) 
selaku pimpinan dari perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, selain diberikan otoritas yang 
besar, Direksi juga dibebani tanggung jawab yang besar hal tersebut tergambar pada pengertian 
Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan (Selanjutnya disebut 
UU PT) dimana pengertian Direksi adalah “Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung 
jawab penuh atas pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar.” Hal ini tentunya perlu ditelusuri lebih lanjut sampai dimana 
tanggung jawab Direksi PT Garam (Persero) dalam pelaksanaan impor garam dan 
pendistribusiannya tersebut karena pelaksanaan impor garam dan pendistribusian garam yang 
                                                          
2 Budi Sasongko, “Lima Jurus Transformasi Bisnis PT Garam”, Media Garam, Edisi 03, Januari 2019, 
hal.5. 
3 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Neraca Ketersediaan Garam 2017, hal. 5-6 
4 Lukman Baihaki, “Ekonimi-Politik, Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012”, Jurnal Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Vol.17, no.1, Juli 2013, hal. 1. 
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dilakukan oleh PT Garam (Persero) memiliki peran peting dalam menjaga ketersediaan garam 
konsumsi dalam negeri. Apalagi kegiatan tersebut juga sempat ditengarai oleh pihak penegak 
hukum ada permasalahan hukum dalam pelaksanaannya yaitu berupa dugaan tindak pidana 
korupsi dan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan Direktur Utama PT 
Garam (Persero) ditahan dan sebanyak kurang lebih 2259 garam impor dari Australia disita 
sehingga menimbulkan terhentinya penyaluran garam impor kepada masayarakat.5 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat di rumuskan du permasalahan yang dapat dikaji 
lebih lanjut yaitu kewenangan Direksi PT Garam (Persero) dalam menandatangani SPJG (Surat 
Perjanjian Jual Beli Garam) produk garam impor dan t ggung Jawab Direksi PT Garam 
(Persero) atas produk garam impor yang diproduksi dan diedarkan PT Garam (Persero). 
 
PEMBAHASAN 
A. Kewenangan Direksi PT Garam (Persero) Dalam Menandatangani SPJG (Surat 
Perjanjian Jual Beli Garam) Produk Garam Impor 
Surat Perjanjian Jual Beli Garam (selanjutnya disebut SPJG) adalah suatu dokumen yang 
ada di PT Garam (Persero) yang digunakan dalam proses jual beli garam milik PT Garam 
(Persero) (baik garam bahan baku, garam konsumsi, dan garam impor) dengan pihak Pembeli, 
(dalam pembahasan selanjutnya SPJG yang dimaksud adalah SPJG untuk Garam Impor). SPJG 
ini berfungsi antara lain sebagai perikatan antara PT Garam (Persero) selaku penjual dan pihak 
pembeli dalam proses jual beli garam (dalam hal ini garam impor), sebagai dasar pengeluaran 
garam yang menjadi obyek perjanjian dari gudang PT Garam (Persero), dan sebagai dasar 
pencatatan jumlah pengeluaran garam yang terjual disetiap periode. Muatan yang terkandung 
dalam SPJG ini antara lain identitas para pihak, spesifikasi dan jumlah garam yang menjadi 
objek jual beli, sistem pembayaran, nilai jual beli, sistem pengiriman, jangka waktu, dan syarat-
syarat dan ketentuan lain yang disepakati oleh masing-masing pihak. 
Salah satu fungsi SPJG sebagaimana telah disebutkan di tas adalah berfungsi sebagai 
perikatan. Menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut 
                                                          
5 Estu Suryowati, Ini Kronologi Penyelewengan Pengadaan Garam Impor oleh Dirut PT Garam, 
kompas.com diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2017/06/11/15181531/ tanggal 22 Mei 2020  
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KUHPer): “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-
undang.”6 Vollmar, Pitlo, H. Drion, dan Meyers dalam ajaran umumnya menyatakan bahwa 
tidak ada pertentangan (tegenstelling) yang hakiki antara perikatan yang bersumber dari 
perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Sebab pada akhirnya selalu 
undang-undang yang memberi sanksinya meskipun yang menjadi sumbernya perjanjian. 
Meskipun demikian, tidak perlu ada keberatan terhadap pembagian yang diadakan Pasal 1233 
KUHPerdata itu.7 Namun demikian, sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, karena 
dengan melalui perjanjian para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam 
perikatan, baik perikatan bernama yang tecantum dalam titel V sampai dengan titel XVIII Buku 
III KUHPerdata maupun perikatan yang tidak bernama.8 
Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syuiling, 
Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai 
organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-
organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas 
Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga Direksi 
adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya Paul Scholten dan Bregstein 
langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum.9 
Pengurusan yang dilakukan oleh direksi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu : 
a. Beheer yaitu pengurusan dalam arti sempit yaitu perbuatan yang dilakukan sehari-
hari (kontinyu).10 Pengurusan ini meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-
hari yakni membimbing dan membina kegiatan dan aktivitas Perseroan kearah 
pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam ADRT PT.11 
b. Beschikking atau disebut juga daden van beschicking merupakan perbuatan 
kepemilikan dalam arti luas berupa perbuatan khusus atau istimewa. Setiap perbuatan 
                                                          
6 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 
2004, hal. 323. 
7 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Perikatan, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hal. 22. 
8 H. Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2006, hal. 203. 
9 Nindyo Pramono,” Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No 40 Tahun 
2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Vol. 3 no. 3, Desember 2007, 
hal. 15. 
10 Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 20. 
11 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 53. 
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pengurusan beschiking harus mendapatkan persetujuan oleh komisaris atau RUPS 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Anggaran Dasar PT Garam (Persero) mengatur perihal tug s, wewenang, dan kewajiban 
Direksi PT Garam (Persero) yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) huruf a 
yang menyatakan : 
(1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili 
perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian 
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ay t (1) pasal ini maka : 
a. Direksi berwenang untuk : 
1) Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan; 
2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa anggota 
Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili perseroan di 
dalam dan di luar pengadilan. 
3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang 
pekerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, 
untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 
4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian persero termasuk penetapan gaji, 
pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lainbagi pekerja Perseroan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan 
penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang 
melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus 
mendapat persetujan terlebih dahulu dari RUPS. 
5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan 
kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan. 
7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun 
pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak 
lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan 
tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham.   
Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar PT Garam 
(Persero) mengatur perihal tindakan-tindakan/kewenangan Direksi yang harus mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang S ham (RUPS). Pasal 11 ayat (8) 
Anggaran Dasar PT Garam (Persero) menyatakan:  
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(8) Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan 
Komisaris untuk : 
a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangk  pendek; 
b. Mengadakan kegiatan dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, 
kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi (KSO), bangun serah guna, 
bangun milik serah, bangun serah guna, dan kerjasama l innya dengan nilai atau jangka 
waktu tertentu yang ditetapkan dalam RUPS; 
c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman 
(utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis atau pinjaman yang diberikan 
kepada anak perusahaan perseroan; 
d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati; 
e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam 
industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; 
f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi; 
Sedangkan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar PT Garam (Persero) menyatakan : 
(10) Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini hanya dapat dil kukan oleh Direksi setelah 
mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persertujuan dari Rapat Umum 
Pemegang Saham untuk : 
a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangk  menengah/panjang; 
b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain; 
c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patugan; 
d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; 
e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran 
anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; 
f. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist); 
g. Mengadakan kegiatan dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, 
kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi (KSO), bangun serah guna, 
bangun milik serah, bangun serah guna, dan kerjasama l innya dengan nilai atau jangka 
waktu melebihi penetapan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf pasal ini; 
h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapuskan; 
i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan kecuali aktiva tetap bergerak 
dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai 
dengan 5 (lima) tahun; 
j. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 
pasal ini yang belum ditetapkan dalam RKAP; 
k. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung 
maupun tidak langsung dengan perseroan yang dapat berdampak bagi perseroan; 
l. Pembebanan biaya perseroan untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan 
baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung de an perseroan; 
m. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi 
signifikan kepada perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan dalam RUPS; 
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Berdasarkan anggaran dasar perusahaan PT Garam (Persero) yang berkaitan dengan 
tindakan/wewenang Direksi diatas maka dapat diketahui bahwa tindakan Direksi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar PT Garam (Persero) 
merupakan kategori tindakan Direksi berupa beheer van daden karena dalam melakukan 
tindakan tersebut Direksi tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris maupun 
RUPS sedangkan tindakan Direksi sebagaimana diatur P sal 11 ayat (8) dan Pasal 11 ayat (10) 
Anggaran Dasar PT Garam (Persero) merupakan kategori tindakan Direksi berupa Beschikking 
van daden karenan untuk melakukan tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan 
dari Dewan Komisaris dan RUPS. 
SPJG yang ditandatangani oleh Direksi dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai 
tindakan atau kewenangan Direksi yang dikategorikan sebagai beheer van daden. Hal ini karena 
penandatanganan SPJG yang dilakukan oleh Direksi sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf a 
angka 7 Anggaran Dasar PT Garam (Persero) yang menyatakan: “Melakukan segala tindakan 
dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat 
perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, …” sehingga tindakan 
Direksi untuk menandatangani SPJG tidak perlu mendapatk n persetujuan Dewan Komisaris 
maupun RUPS. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Direksi PT Garam 
(Persero) memiliki kewenangan dalam penandatanganan gar m SPJG produk garam impor.   
 
B. Tanggung Jawab Direksi PT Garam (Persero) Atas Produk Garam Impor yang 
Diproduksi dan Diedarkan PT Garam (Persero) 
Tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan perseroan itu ada pada direksi, dan 
bukannya pada pemegang saham sebagai pemilik perseroan. Tanggung jawab itu timbul, apabila 
direksi yang memiliki wewenang yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan 
perseroan, mulai menggunakan kewenangannya tersebut.12 T gas dan tanggung jawab Direksi 
                                                          
12 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Andi, Yogyakarta, 2003, h.21. 
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adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ di dalam Perusahaan. Dalam 
menjalankan tugas kepengurusannya, Direksi harus memenuhi empat prinsip dasar, yaitu:13 
a. Beritikad dengan baik; 
b. Senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari 
pemegang saham semata; 
c. Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik,sesuai dengan tugas dan 
kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, 
dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupum 
mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri; dan 
d. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan 
kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepe tingan Direksi. 
PT Garam (Persero) sebagai BUMN Persero yang berbentuk perseroan terbatas yang 
salah satu tujuan kegiatan usahanya adalah untuk mencari keuntungan, maka pengelolaan dan 
pengurusannya dilakukan oleh Direksi yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Garam (Persero) dimana kegiatan produksi atau 
pengolahan garam impor dan pendistribusian serta pemasaran garam impor yang dilakukan oleh 
PT Garam (Persero) juga merupakan salah satu implementasi dari maksud dan tujuan PT Garam 
(Persero). 
Direksi PT Garam (Persero) memiliki peran dan tanggu  jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut karena menurut UUPT dan anggaran dasar PT Garam (Persero) Direksi lah 
yang dipercayakan untuk mengurus perseroan. Pasal 97 yat (1) UUPT menyatakan Direksi 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan 
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan Pada dasarnya, ketentuan ini 
mempertegas kembali bahwa Direksi hanya bekerja untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. 
Selain itu, tugas dari Direksi adalah tugas perwakilan. Maksudnya, siapa yang berwenang 
mewakili perseroan sekiranya perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama perseroan 
dan dalam hal ini Direksilah yang berwenang mewakili perseroan untuk segala tindakan yang 
                                                          
13 Gunawan Widjaya, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris 
PT Cet 2, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h. 23-24. 
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harus dijalankan untuk dan atas nama perseroan.14 Ti dakan disini yang dimaksud yaitu kegiatan 
produksi atau pengolahan garam impor dan pendistribu ian serta pemasaran garam impor yang 
dilakukan oleh PT Garam (Persero) dan kegiatan ini dilakukan oleh Direksi PT Garam (Persero) 
atas nama perseroan atau perusahaan yang dituangkan dalam penandatanganan kontrak jual beli 
garam impor dan SPJG oleh Direksi sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran 
dasar PT Garam (Persero). 
Direksi perseroan (dalam hal ini termasuk juga Direksi PT Garam (Persero)) juga harus 
mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan perseroan secara baik demi kepentingan 
perseroan, memajukan perseroan, meningkatkan nilai saham perseroan, menghasilkan 
keuntungan pada perseroan, shareholders dan stakeholders. Berdasarkan kewenangan yang ada 
padanya (proper purposes), Direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalank n tugasnya 
dengan baik, agar perusahaan selalu berjalan di jalur y ng benar atau layak. Dengan demikian, 
Direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan-tindakan yang ilegal, 
bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan 
yang dibuat dengan organ perseroan lain, shareholders dan stakeholders.15 Kegiatan produksi 
dan pemasaran garam impor dilakukan berdasarakan penugasan Pemerintah dan sesuai dengan 
kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Garam (Persero) yang tertuang di dalam anggaran dasar 
perusahaan sehingga apa yang dilakukan oleh Direksi PT Garam (Persero) sudah tepat karena 
tindakan yang dilakukannnya dalam rangka kepentingan perseroan, memajukan perseroan, 
menghasilkan keuntungan pada perseroan, shareholders dan stakeholders dan tindakan yang 
dilakukan tersebut bukan tindakan yang ilegal, tidaka bertentangan dengan peraturan dan 
kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ 
perseroan lain, shareholders dan stakeholders. 
Selain bentuk pertanggungjawaban Direksi sebagaimana diatur dalam UUPT, secara 
umum Direksi juga dapat dituntut berdasarkan ketentuan umum yang diatur dalam KUHPerdata 
terkait masalah, tuntutan pengembalian harta kekayaan Perseroan yang diambil secara tidak sah 
oleh Direksi dan Tuntutan pengembalian keuntungan yg seyogyanya dinikmati oleh 
                                                          
14 Rudhi Prasetya Op. Cit, hal. 19. 
15 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, 
Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 208. 
:: HUKUM BISNIS :: 
Universitas Narotama Surabaya 
Volume 5 Nomor  1, April 2021 
 






Perseroan.16Direksi PT Garam (Persero) dalam melaksanaan kewenanga nya sebagai 
perwujudan untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (fiduciary duties) 
berdasarkan anggaran dasar dan tujuan perseroan, harus dilaksanakan dengan itikad baik, agar 
perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum perseroan. Anggota Direksi 
tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota Direksi 
juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan 
(duty of care).17 
Apabila pelaksanaan tindakan Direksi telah sesuai dengan fiduciary duty dan kehati-
hatian pada dasarnya pertanggungjawaban Direksi PT Garam (Persero) adalah terbatas. Akan 
tetapi, dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas ini dapat menjadi tanggung jawab pribadi 
ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi.18 Salah satu tindakan Direksi yang dapat 
dimintakan pertanggungjawaban pribadi yaitu ultra vires. Ultra vires berasal dari bahasa Latin 
yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan (outside the power), yakni di luar kekuasaan yang 
diijinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Terminologi ultra vires dipakai khususnya 
terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaanny  sebagaimana diberikan oleh anggaran 
dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.19 
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan harus s ngat diperhatikan oleh Direksi. 
Jika ternyata Direksi telah menjalankan kegiatan usaha perseroan di luar atau menyimpang dari 
ketentuan maksud dan tujuan dasar perseroan, maka terjadilah ultra vires yang dalam hal ini 
maka perseroan dapat menyatakan dirinya tidak terikat, dengan demikian pihak ketiga hanya 
dapat menuntut kepada diri pribadi Direksi.20 Suatu perbuatan hukum dipandang berada di luar 
maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria antara lain:21 
a. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar; 
b. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang 
bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut 
dalam anggaran dasar; 
                                                          
16 Ibid., hal 86. 
17 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Pres, Yogyakarta, 2014, hal. 123. 
18 Chatamar Rasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Pierching the Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum 
Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 75. 
19 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok…, Op. Cit., hal. 124. 
20 Rudhi Prasetya, Op. Cit., hal. 27 
21 Ridwan Khairandy, Perseroan…, Op. Cit., hal. 124. 
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c. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang 
bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan 
terbatas. 
Pada umumnya suatu perbuatan dikatakan ultra vires bila dilakukan tanpa atau melebihi 
wewenang (authority) untuk melakukan perbuatan tersebut.22 Bagi perseroan, perbuatan tersebut 
adalah ultra vires bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang Direksi sebagaimana 
tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.23 Seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan produksi dan pemasaran garam impor merupakan 
sabagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Garam (Persero) sehingga tindakan 
yang dilakukan Direksi oleh PT Garam (Persero) bukan termasuk kategori ultra vires.  Selain itu 
tindakan yang dilakukan oleh Direksi PT Garam (Persero) tersebut juga telah sesuai dengan 
lingkup kewenangan yang dimilikinya berdasarkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) 
huruf a Anggaran Dasar PT Garam (Persero). 
 
PENUTUP 
1. Direksi PT Garam (Persero) memiliki kewenangan dalam menandatangani SPJG (Surat 
Perjanjian Jual Beli Garam) produk garam impor yaitu dokumen perjanjian yang digunakan 
dalam proses jual beli garam impor milik PT Garam (Persero) dengan pihak Pembeli. 
Kewenangan tersebut merupakan wujud dari tindakan Direksi sebagaimana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar PT Garam 
(Persero) dan merupakan kategori tindakan Direksi berupa beheer van daden. 
2. Direksi PT Garam (Persero) bertanggung jawab atas produk garam impor yang diproduksi 
dan diedarkan PT Garam (Persero) karena menurut UUPT, dan anggaran dasar PT Garam 
(Persero) Direksi lah yang dipercayakan untuk mengurus, mewakili perseroan, melaksanakan 
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. 
 
                                                          
22 Ibid., hal. 229. 
23 Ibid. 
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